ABSTRAK

Pada dasarnya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, secara tidak
langsung telah memberikan pengaruh dan/atau dampak yang besar terhadap
perekonomian di Indonesia. Salah satu perkembangan yang dirasakan adalah dalam
melakukan suatu kegiatan perekonomian berupa investasi. Investasi di Indonesia
semakin banyak dan berkembang jenisnya salah satunya adalah kegiatan investasi
berjenjang atau Multi Level Marketing (MLM). Namun, tak banyak pada kegiatan
MLM kerap disalahgunakan oleh beberapa oknum yang mengarah kepada kegiatan
Skema Piramida. Kegiatan skema piramida merupakan kegiatan yang merugikan
mengingat, kegiatan tersebut merekrut anggota baru dan mendapatkan keuntungan
dari hasil perekrutan tersebut tanpa adanya penjualan akan suatu barang. Hal ini
kerap dilakukan dalam kasus PT. Dream for Freedom yang telah menyebabkan
kerugian hingga Rp.6.380.800.877, (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta
delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).hal ini akan dikaji melalui
rumusan masalah yaitu terkait pengaturan pernjualan berjenjang dan bagaimana
praktek dari PT. Dream for Freedom. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pengaturan penjualan berjenjang di Indonesiadan
tindakan hukum yang dapat diambil untuk menangani kasus PT. Dream for
Freedom. Terlebih, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis-normatif yang berarti mempelajari peraturan-peraturan terkait. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi
literatur yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan
bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif. Melalui tindakan pidana tersebut, jelas bahwa PT Dream for Freedom di
Indonesia telah melanggar hukum positif di Indonesia terkait yang mengatur dalam
hal perdagangan dan kegiatan bisnis berjenjang.

Kata Kunci: Investasi, Multi Level Marketing, Skema Piramida

Xii



ABSTRACT

Basically, along with the development of the times and technology, it has indirectly
had a big influence and/or impact on the economy in Indonesia. One of the
developments felt is in carrying out economic activities in the form of investment.
Investment in Indonesia is increasing in number and developing in types, one of
which is multi-level investment activities or Multi Level Marketing (MLM).
However, not many MLM activities are often misused by some individuals which
leads to Pyramid Scheme activities. Pyramid scheme activities are detrimental
activities considering that these activities recruit new members and gain profits
from the results of this recruitment without selling any goods. This is often done in
the case of PT. Dream for Freedom which has caused losses of up to Rp.
6,380,800,877, (six billion three hundred eighty million eight hundred thousand
eight hundred and seventy seven rupiah). This will be studied through a problem
formulation, namely related to tiered sales arrangements and how PT practices. .
Dream for Freedom. Therefore, the aim of this research is to find out how tiered
sales are regulated in Indonesia and the legal actions that can be taken to handle
PT cases. Dream for Freedom. Moreover, the approach used in this research is
Jjuridical-normative, which means studying related regulations. The data used in
this research is secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal
materials. Data collection was carried out by means of literature studies which
were guided by statutory regulations, books and other materials related to the
problems in the research. Next, the data was analyzed using qualitative analysis
methods. Through this criminal action, it is clear that PT Dream for Freedom in
Indonesia has violated the relevant positive laws in Indonesia which regulate trade
and multi-level business activities.
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